PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 31 TAHUN 2025
TENTANG

PENERAPAN TATA KELOLA BURSA EFEK, LEMBAGA KLIRING DAN
PENJAMINAN, SERTA LEMBAGA PENYIMPANAN DAN PENYELESAIAN

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

bahwa untuk mendukung perkembangan pasar modal,
keuangan derivatif, bursa karbon, serta pasar
keuangan yang berdampak pada kegiatan usaha bursa
efek, lembaga kliring dan penjaminan, serta lembaga
penyimpanan dan penyelesaian yang semakin luas dan
kompleks, diperlukan penguatan aspek tata kelola
bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, serta
lembaga penyimpanan dan penyelesaian;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan
ketentuan Pasal 269 dan Pasal 270 ayat (3) Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan
dan Penguatan Sektor Keuangan, perlu menetapkan
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan
Tata Kelola Bursa Efek, Lembaga Kliring dan
Penjaminan, serta Lembaga Penyimpanan dan
Penyelesaian;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar
Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3608) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang
Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6845);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52353)
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sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan
Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang
Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6845);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG
PENERAPAN TATA KELOLA BURSA EFEK, LEMBAGA
KLIRING DAN PENJAMINAN, SERTA LEMBAGA
PENYIMPANAN DAN PENYELESAIAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud

dengan:

1. Pasar Modal adalah bagian dari sistem keuangan yang
berkaitan dengan kegiatan:

a. penawaran umum dan transaksi efek;

b. pengelolaan investasi;

c. Emiten dan Perusahaan Publik yang berkaitan
dengan efek yang diterbitkannya; dan

d. lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek.

2. Efek adalah surat berharga atau kontrak investasi baik
dalam bentuk konvensional dan digital atau bentuk lain
sesuai dengan perkembangan teknologi yang
memberikan hak kepada pemiliknya untuk secara
langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat
ekonomis dari penerbit atau dari pihak tertentu
berdasarkan perjanjian dan setiap derivatif atas Efek,
yang dapat dialihkan dan/atau diperdagangkan di
Pasar Modal.

3. Anggota Bursa Efek adalah:

a. perantara pedagang Efek yang telah memperoleh
izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan; dan

b. pihak lain yang memperoleh persetujuan dari
Otoritas Jasa Keuangan,

yang mempunyai hak untuk mempergunakan sistem

dan/ atau sarana bursa Efek sesuai dengan peraturan

bursa Efek.

4. Bursa Efek adalah penyelenggara pasar di Pasar Modal
untuk transaksi bursa.

5. Lembaga Kliring dan Penjaminan adalah pihak yang
menyelenggarakan jasa kliring dan/atau penjaminan
penyelesaian transaksi Efek yang dilakukan melalui
penyelenggara pasar di Pasar Modal serta jasa lain yang
dapat diterapkan untuk mendukung kegiatan
antarpasar.
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Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian adalah pihak

yang:

a. menyelenggarakan kegiatan kustodian sentral bagi
bank kustodian, Perusahaan Efek, dan pihak
lainnya; dan

b. memberikan jasa lain yang dapat diterapkan
untuk mendukung kegiatan antarpasar.

Emiten adalah pihak yang melakukan penawaran

umum.

Perusahaan Efek adalah pihak yang melakukan

kegiatan sebagai penjamin emisi efek dan/ atau

perantara pedagang efek atau manajer investasi.

Perusahaan Publik adalah perseroan dengan jumlah

pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan

dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Direksi adalah organ Bursa Efek, Lembaga Kliring dan

Penjaminan, serta Lembaga Penyimpanan dan

Penyelesaian yang berwenang dan bertanggung jawab

penuh atas pengurusan Bursa Efek, Lembaga Kliring

dan Penjaminan, serta Lembaga Penyimpanan dan

Penyelesaian untuk kepentingan Bursa Efek, Lembaga

Kliring dan Penjaminan, serta Lembaga Penyimpanan

dan Penyelesaian, sesuai dengan maksud dan tujuan

Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, serta

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian serta

mewakili Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan,

serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, baik di

dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan

ketentuan anggaran dasar.

Dewan Komisaris adalah organ Bursa Efek, Lembaga

Kliring dan Penjaminan, serta Lembaga Penyimpanan

dan  Penyelesaian yang bertugas melakukan

pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai
dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada

Direksi.

Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya

disingkat RUPS adalah organ Bursa Efek, Lembaga

Kliring dan Penjaminan, serta Lembaga Penyimpanan

dan Penyelesaian yang mempunyai wewenang yang

tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris
dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang
mengenai perseroan terbatas dan/atau anggaran dasar.

Tata Kelola yang Baik pada Bursa Efek, Lembaga Kliring

dan Penjaminan, serta Lembaga Penyimpanan dan

Penyelesaian yang selanjutnya disebut Tata Kelola

adalah struktur, proses, dan mekanisme pengelolaan

Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, serta

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk

pencapaian penyelenggaraan kegiatan usaha yang

memperhatikan  kepentingan seluruh  Pemangku

Kepentingan yang  terkait, menciptakan dan

mengoptimalkan nilai perusahaan secara

berkelanjutan, serta berlandaskan ketentuan
peraturan perundang-undangan, standar, nilai etika,
prinsip, dan praktik yang berlaku umum.

Pemangku Kepentingan adalah seluruh pihak yang
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memiliki kepentingan secara langsung atau tidak
langsung terhadap kegiatan usaha Bursa Efek,
Lembaga Kliring dan Penjaminan, serta Lembaga
Penyimpanan dan Penyelesaian.

Pihak adalah orang perseorangan, badan hukum,
perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok
yang terorganisasi.

BAB II
PENERAPAN TATA KELOLA

Pasal 2

Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, serta
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian wajib
menerapkan Tata Kelola dalam penyelenggaraan
kegiatan usaha pada seluruh tingkatan atau jenjang
organisasi.

Tata Kelola pada Bursa Efek, Lembaga Kliring dan
Penjaminan, serta Lembaga Penyimpanan dan
Penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus menerapkan prinsip paling sedikit:

a. keterbukaan;

b. akuntabilitas;

c. tanggung jawab;
d. independensi; dan
e. kewajaran.

Penerapan Tata Kelola pada Bursa Efek, Lembaga

Kliring dan Penjaminan, serta Lembaga Penyimpanan

dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

harus diwujudkan paling sedikit dalam bentuk:

a. pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan

wewenang Direksi;

pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan

wewenang Dewan Komisaris;

kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite;

penanganan benturan kepentingan;

penerapan fungsi audit internal;

penerapan fungsi audit eksternal;

penerapan manajemen risiko termasuk sistem

pengendalian internal;

penerapan prosedur alternatif;

penyelenggaraan teknologi informasi;

penerapan pengawasan terhadap anak usaha;

pemberian remunerasi;

kebijakan investasi;

rencana strategis;

penerapan strategi anti fraud, termasuk anti

penyuapan;

penerapan keuangan berkelanjutan, termasuk

penerapan tanggung jawab sosial dan lingkungan,;

p. penerapan Tata Kelola dengan Pemangku
Kepentingan;

q. penyimpanan dokumen; dan

r. penanganan pengaduan.
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Pasal 3
Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, serta
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian wajib
memiliki prosedur internal mengenai penerapan Tata
Kelola dalam penyelenggaraan kegiatan usaha.
Prosedur internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi:
a. surat keputusan mengenai mekanisme
operasional,

b. manual, kebijakan, pedoman, dan standar
prosedur operasional;

c piagam perusahaan; dan

d. dokumen operasional lainnya yang ditetapkan oleh
Otoritas Jasa Keuangan.

Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, serta

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian wajib

melakukan evaluasi dan pengkinian terhadap prosedur

internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) agar

memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4
Setiap Pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1)
dan/atau ayat (3) dikenai sanksi administratif.
Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dikenakan juga kepada Pihak yang menyebabkan
terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud pada
ayat (1).
Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2) berupa:
a. peringatan tertulis;
b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah
uang tertentu;
pembatasan kegiatan usaha;
pembekuan kegiatan usaha;
pencabutan izin usaha;
pembatalan persetujuan;
pembatalan pendaftaran;
pencabutan efektifnya pernyataan pendaftaran;
dan/atau
i.  pencabutan izin orang perseorangan.
Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) huruf b, huruf ¢, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g,
huruf h, atau huruf i dapat dikenakan dengan atau
tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa
peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) huruf a.
Sanksi administratif berupa denda sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat dikenakan secara
tersendiri atau secara bersama-sama dengan
pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) huruf ¢, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g,
huruf h, atau hurufi.
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BAB III
DIREKSI

Bagian Kesatu
Ketentuan Tata Kelola Direksi

Pasal 5

Anggota Direksi wajib merupakan orang perseorangan yang
memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. administratif, meliputi:

1.
2.

sehat jasmani dan rohani; dan
berusia paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun
pada saat pendaftaran;

b. integritas, meliputi:

1.

2.
3.

warga negara Indonesia dan cakap melakukan

perbuatan hukum;

memiliki akhlak dan moral yang baik;

tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi

anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota

Direksi yang dinyatakan bersalah atau turut

bersalah  menyebabkan suatu  perusahaan

dinyatakan pailit;

tidak  pernah  dihukum  karena  terbukti

melakukan:

a) tindak pidana di bidang keuangan, yaitu
tindak pidana di bidang perbankan, Pasar
Modal, dan industri keuangan non bank yang
terbukti dilakukan dalam waktu 20 (dua
puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;

b) tindak pidana khusus, yaitu tindak pidana
selain yang diatur dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana dengan ancaman
hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau
lebih, paling sedikit: tindak pidana korupsi;
narkotika/psikotropika; penyelundupan;
kepabeanan; cukai; perdagangan orang;
perdagangan senjata gelap; terorisme;
pemalsuan uang; di bidang perpajakan;
kehutanan; lingkungan hidup; kelautan dan
perikanan yang terbukti dilakukan dalam
waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum
dicalonkan; dan

c) tindak pidana yang tercantum dalam Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana dengan
ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu)
tahun atau lebih yang terbukti dilakukan
dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir
sebelum dicalonkan;

tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang

dibuktikan dengan menyampaikan paling sedikit

surat keterangan dari Kepolisian Negara Republik

Indonesia, dimana jangka waktu tanggal

diterbitkannya sampai dengan diajukan ke

Otoritas Jasa Keuangan tidak lebih dari 6 (enam)
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bulan atau sesuai dengan masa berlaku yang
diberikan dari kepolisian apabila kurang dari 6
(enam) bulan;

6. tidak pernah melakukan pelanggaran yang
material atas ketentuan peraturan perundang-
undangan di sektor jasa keuangan; dan

7. mempunyai komitmen terhadap pengembangan
Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan,
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dan
Pasar Modal Indonesia; dan

kompetensi, meliputi:

1. mempunyai pemahaman terhadap peraturan
perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan
pengetahuan yang luas tentang Pasar Modal
termasuk perkembangan Pasar Modal
internasional;

2. memahami prinsip Tata Kelola perusahaan yang
baik dan prinsip pengelolaan risiko; dan

3. memiliki latar belakang dan/atau pengalaman
yang cukup sesuai dengan ketentuan Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan mengenai Direksi dan
Dewan Komisaris Bursa Efek, Direksi dan Dewan
Komisaris Lembaga Kliring dan Penjaminan, serta
Direksi dan Dewan  Komisaris Lembaga
Penyimpanan dan Penyelesaian.

Pasal 6

Anggota Direksi wajib membuat pernyataan untuk:

a.
b.
C.

menjaga integritas;

menghindari segala bentuk benturan kepentingan; dan
menghindari tindakan yang dapat merugikan Bursa
Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, serta Lembaga
Penyimpanan dan Penyelesaian dan/atau
menyebabkan Bursa Efek, Lembaga Kliring dan
Penjaminan, serta Lembaga Penyimpanan dan
Penyelesaian melanggar prinsip kehati-hatian,

selama menjabat sebagai anggota Direksi.

Pasal 7

Ketentuan mengenai:

po o

€.

f.

g.

keanggotaan Direksi;

persyaratan anggota Direksi dan susunan Direksi;

tata cara pencalonan dan pengajuan anggota Direksi;
penilaian kemampuan dan kepatutan calon anggota
Direksi;

RUPS dan tata cara pengangkatan anggota Direksi;
larangan anggota Direksi; dan

jabatan anggota Direksi,

dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan mengenai Direksi dan Dewan Komisaris Bursa
Efek, Direksi dan Dewan Komisaris Lembaga Kliring dan
Penjaminan, serta Direksi dan Dewan Komisaris Lembaga
Penyimpanan dan Penyelesaian, kecuali diatur lain dalam
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
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Bagian Kedua
Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi

Pasal 8

(1) Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab
atas pengurusan Bursa Efek, Lembaga Kliring dan
Penjaminan, serta Lembaga Penyimpanan dan
Penyelesaian untuk kepentingan Bursa Efek, Lembaga
Kliring dan Penjaminan, serta Lembaga Penyimpanan
dan Penyelesaian sesuai dengan maksud dan tujuan
Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, serta
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang
ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-
undangan, anggaran dasar, dan keputusan RUPS.

(2) Direksi berwenang mewakili Bursa Efek, Lembaga
Kliring dan Penjaminan, serta Lembaga Penyimpanan
dan Penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan, anggaran dasar, dan keputusan
RUPS.

(3) Direksi wajib melaksanakan tugas, wewenang, dan
tanggung jawab dengan itikad baik dan dengan prinsip
kehati-hatian.

Pasal 9
Direksi wajib menerapkan Tata Kelola, manajemen risiko,
dan kepatuhan secara terintegrasi yang disesuaikan dengan
perkembangan pasar keuangan.

Pasal 10
Direksi wajib menindaklanjuti temuan audit atau
pemeriksaan dan rekomendasi dari satuan kerja audit
internal, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa
Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas dan lembaga
lain.

Pasal 11
Direksi wajib mengungkapkan kepada pegawai mengenai
kebijakan internal yang bersifat strategis di bidang
kepegawaian.

Bagian Ketiga
Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi

Pasal 12
(1) Direksi wajib memiliki pedoman dan tata tertib kerja
yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Direksi.
(2) Pedoman dan tata tertib kerja sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) wajib mencantumkan paling sedikit:

a. pengorganisasian Bursa Efek, Lembaga Kliring dan
Penjaminan, serta Lembaga Penyimpanan dan
Penyelesaian dan pembagian tugas Direksi;

b. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi;

Cc. pengaturan kewenangan dan prosedur
pengambilan keputusan Direksi;

d. pengaturan etika kerja Direksi;

e. pengaturan rapat Direksi;
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f. larangan terhadap Direksi;

evaluasi kinerja Direksi; dan

pola hubungan kerja Direksi dan Dewan
Komisaris.

509

Pasal 13
Direksi wajib mengambil keputusan sesuai dengan
pedoman dan tata tertib kerja sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c.
Keputusan yang telah diambil Direksi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) mengikat dan menjadi tanggung
jawab seluruh anggota Direksi.

Bagian Keempat
Rapat Direksi

Pasal 14
Direksi wajib menyelenggarakan rapat Direksi secara
berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam jangka waktu
1 (satu) bulan.
Direksi wajib menyelenggarakan rapat bersama anggota
Dewan Komisaris secara berkala paling sedikit 1 (satu)
kali dalam jangka waktu 4 (empat) bulan.
Rapat Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diselenggarakan jika dihadiri mayoritas anggota
Direksi.
Setiap anggota Direksi wajib menghadiri paling sedikit
75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah keseluruhan
rapat Direksi selama 1 (satu) tahun.

Pasal 15
Setiap kebijakan dan keputusan strategis wajib
diputuskan melalui rapat Direksi dengan

memperhatikan pengawasan sesuai tugas dan
tanggung jawab Dewan Komisaris.

Pengambilan keputusan Direksi melalui rapat Direksi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib terlebih
dahulu dilakukan berdasarkan musyawarah untuk
mufakat.

Dalam hal tidak terjadi musyawarah untuk mufakat
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengambilan
keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
Direksi wajib membuat risalah rapat Direksi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
didokumentasikan dengan baik.

Hasil rapat Direksi termasuk adanya perbedaan
pendapat yang terjadi dalam rapat Direksi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) wajib dicantumkan secara jelas
dalam risalah rapat Direksi beserta alasan perbedaan
pendapat dan ditandatangani oleh pimpinan rapat.
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Bagian Kelima
Aspek Transparansi Direksi

Pasal 16

Dalam pemenuhan aspek transparansi Direksi, anggota

Direksi Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, serta

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian wajib

mengungkapkan:

a. tidak adanya kepemilikan saham atau tidak sebagai
pengendali baik langsung atau tidak langsung pada
Perusahaan Efek dan/atau anggota kliring selama
menjabat sebagai anggota Direksi paling lambat 6
(enam) bulan sejak RUPS pengangkatan anggota
Direksi Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan,
serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan
dalam jangka waktu tersebut, yang bersangkutan
bersedia untuk tidak memiliki hak suara dalam RUPS;

b. tidak sebagai pengendali baik langsung atau tidak
langsung pada Emiten atau Perusahaan Publik; dan

c. tidak mentransaksikan saham Emiten atau Perusahaan
Publik yang dimilikinya sampai dengan 6 (enam) bulan
setelah masa jabatannya berakhir,

dalam laporan pelaksanaan Tata Kelola.

Bagian Keenam
Sanksi Administratif

Pasal 17

(1) Setiap Pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8 ayat (3), Pasal
9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal
14 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4), Pasal 15 ayat (1), ayat
(2), ayat (4), dan ayat (5), dan/atau Pasal 16 dikenai
sanksi administratif.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dikenakan juga kepada Pihak yang menyebabkan
terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud pada
ayat (1).

(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2) berupa:

a. peringatan tertulis;
b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah
uang tertentu;

pembatasan kegiatan usaha;

pembekuan kegiatan usaha;

pencabutan izin usaha,;

pembatalan persetujuan;

pembatalan pendaftaran;

pencabutan efektifnya pernyataan pendaftaran;

dan/atau
i.  pencabutan izin orang perseorangan.

(4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) huruf b, huruf ¢, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g,
huruf h, atau huruf i dapat dikenakan dengan atau

S0 e o
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tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa
peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) huruf a.

(5) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat dikenakan secara
tersendiri atau secara bersama-sama dengan
pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g,
huruf h, atau hurufi.

BAB IV
DEWAN KOMISARIS

Bagian Kesatu
Ketentuan Tata Kelola Dewan Komisaris

Pasal 18
Anggota Dewan Komisaris wajib merupakan orang
perseorangan yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. integritas, meliputi:

1. warga negara Indonesia dan cakap melakukan
perbuatan hukum;

2. memiliki akhlak dan moral yang baik;

3. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi
anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota
Direksi yang dinyatakan bersalah atau turut
bersalah  menyebabkan suatu  perusahaan
dinyatakan pailit;

4. tidak pernah  dihukum  karena  terbukti
melakukan:

a) tindak pidana di bidang keuangan, yaitu
tindak pidana di bidang perbankan, Pasar
Modal, dan industri keuangan non bank yang
terbukti dilakukan dalam waktu 20 (dua
puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;

b) tindak pidana khusus, yaitu tindak pidana
selain yang diatur dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana dengan ancaman
hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau
lebih, paling sedikit: tindak pidana korupsi;
narkotika/psikotropika; penyelundupan;
kepabeanan; cukai; perdagangan orang;
perdagangan senjata gelap; terorisme;
pemalsuan uang; di bidang perpajakan;
kehutanan; lingkungan hidup; kelautan dan
perikanan yang terbukti dilakukan dalam
waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum
dicalonkan; dan

c) tindak pidana yang tercantum dalam Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana dengan
ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu)
tahun atau lebih yang terbukti dilakukan
dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir
sebelum dicalonkan;

5. tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang
dibuktikan dengan menyampaikan paling sedikit
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surat keterangan dari Kepolisian Negara Republik
Indonesia, dimana jangka waktu tanggal
diterbitkannya sampai dengan diajukan ke
Otoritas Jasa Keuangan tidak lebih dari 6 (enam)
bulan atau sesuai dengan masa berlaku yang
diberikan dari kepolisian apabila kurang dari 6
(enam) bulan;

6. tidak pernah melakukan pelanggaran yang
material atas ketentuan peraturan perundang-
undangan di sektor jasa keuangan; dan

7. mempunyai komitmen terhadap pengembangan
Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan,
serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian,
dan Pasar Modal Indonesia; dan

kompetensi, meliputi:

1. mempunyai pemahaman terhadap peraturan
perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan
pengetahuan yang luas tentang Pasar Modal,

2. memahami prinsip Tata Kelola perusahaan yang
baik dan prinsip pengelolaan risiko; dan

3. memiliki latar belakang dan/atau pengalaman
yang cukup sesuai dengan ketentuan Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan mengenai Direksi dan
Dewan Komisaris Bursa Efek, Direksi dan Dewan
Komisaris Lembaga Kliring dan Penjaminan, serta
Direksi dan Dewan  Komisaris Lembaga
Penyimpanan dan Penyelesaian.

Pasal 19

Anggota Dewan Komisaris wajib membuat pernyataan
untuk:

a.
b.
C.

menjaga integritas;

menghindari segala bentuk benturan kepentingan; dan
menghindari segala tindakan yang dapat merugikan
Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, serta
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan/atau
menyebabkan Bursa Efek, Lembaga Kliring dan
Penjaminan, serta Lembaga Penyimpanan dan
Penyelesaian melanggar prinsip kehati-hatian,

selama menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris.

Pasal 20

Ketentuan mengenai:

a.
b.

C.
d.
e.

f.
dila

keanggotaan Dewan Komisaris;

persyaratan anggota Dewan Komisaris dan susunan
Dewan Komisaris;

tata cara pencalonan dan pengajuan anggota Dewan
Komisaris;

penilaian kemampuan dan kepatutan calon anggota
Dewan Komisaris;

RUPS dan tata cara pengangkatan anggota Dewan
Komisaris; dan

jabatan anggota Dewan Komisaris,

ksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa

Keuangan mengenai Direksi dan Dewan Komisaris Bursa
Efek, Direksi dan Dewan Komisaris Lembaga Kliring dan
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Penjaminan, serta Direksi dan Dewan Komisaris Lembaga
Penyimpanan dan Penyelesaian, kecuali diatur lain dalam
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Bagian Kedua
Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris

Pasal 21

(1) Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan
untuk kepentingan Bursa Efek, Lembaga Kliring dan
Penjaminan, serta Lembaga Penyimpanan dan
Penyelesaian atas kebijakan dan jalannya pengurusan
oleh Direksi, memberikan nasihat kepada Direksi, dan
bertanggung jawab atas pengawasan tersebut sesuai
dengan maksud dan tujuan Bursa Efek, Lembaga
Kliring dan Penjaminan, serta Lembaga Penyimpanan
dan Penyelesaian yang ditetapkan dalam ketentuan
peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan
keputusan RUPS.

(2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Dewan Komisaris:

a. wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi
pelaksanaan Tata Kelola, manajemen risiko, dan
kepatuhan secara terintegrasi serta kebijakan
strategis Bursa Efek, Lembaga Kliring dan
Penjaminan, serta Lembaga Penyimpanan dan
Penyelesaian; dan

b. dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan
kegiatan operasional Bursa Efek, Lembaga Kliring
dan Penjaminan, serta Lembaga Penyimpanan dan
Penyelesaian kecuali hal lain yang ditetapkan
dalam anggaran dasar atau ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(3) Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas,
wewenang, dan tanggung jawab dengan itikad baik dan
dengan prinsip kehati-hatian, serta sesuai dengan
pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris.

Pasal 22
Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan terhadap
tindak lanjut Direksi atas temuan audit atau pemeriksaan
dan rekomendasi dari satuan kerja audit internal, auditor
eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan,
dan/atau hasil pengawasan otoritas dan lembaga lain.

Pasal 23
(1) Dewan Komisaris wajib melaporkan kepada Otoritas

Jasa Keuangan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak

ditemukan indikasi:

a. pelanggaran ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang keuangan yang terkait dengan
kegiatan usaha Bursa Efek, Lembaga Kliring dan
Penjaminan, serta Lembaga Penyimpanan dan
Penyelesaian; dan/atau

b. keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat
membahayakan kelangsungan usaha Bursa Efek,
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Lembaga Kliring dan Penjaminan, serta Lembaga
Penyimpanan dan Penyelesaian.
(2) Dewan Komisaris wajib melaksanakan rapat dengan
Direksi untuk membahas dan menindaklanjuti indikasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Ketiga
Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris

Pasal 24
(1) Dewan Komisaris wajib memiliki pedoman dan tata
tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota
Dewan Komisaris.
(2) Pedoman dan tata tertib kerja sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) wajib paling sedikit mencantumkan:
a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan
Komisaris;
b. pengaturan kewenangan dan prosedur keputusan
Dewan Komisaris;
pengaturan etika kerja Dewan Komisaris;
pengaturan rapat Dewan Komisaris;
larangan terhadap Dewan Komisaris;
evaluasi kinerja Dewan Komisaris; dan
pola hubungan kerja Dewan Komisaris dan
Direksi.

oo

Pasal 25
Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan
tanggung jawab secara optimal sesuai dengan pedoman
dan tata tertib kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24
ayat (2) huruf a.

Pasal 26
Dewan Komisaris wajib menjaga segala data dan informasi
terkait Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, serta
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang disampaikan
oleh Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Bagian Keempat
Rapat Dewan Komisaris

Pasal 27

(1) Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan rapat Dewan
Komisaris secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali
dalam jangka waktu 2 (dua) bulan.

(2) Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama
anggota Direksi secara berkala paling sedikit 1 (satu)
kali dalam jangka waktu 4 (empat) bulan.

(3) Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diselenggarakan jika dihadiri mayoritas anggota Dewan
Komisaris.

(4) Pelaksanaan rapat Dewan Komisaris wajib dihadiri oleh
seluruh anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua)
kali dalam 1 (satu) tahun.
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(5) Setiap anggota Dewan Komisaris wajib menghadiri
paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari
jumlah keseluruhan rapat Dewan Komisaris selama 1
(satu) tahun.

Pasal 28

(1) Dewan Komisaris wajib mengambil keputusan rapat
Dewan Komisaris berdasarkan musyawarah untuk
mufakat.

(2) Dalam hal tidak terjadi musyawarah untuk mufakat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengambilan
keputusan rapat Dewan Komisaris dilakukan
berdasarkan suara terbanyak.

(3) Segala keputusan Dewan Komisaris sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bersifat mengikat
bagi seluruh anggota Dewan Komisaris.

(4) Dewan Komisaris wajib membuat risalah rapat Dewan
Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
didokumentasikan dengan baik.

(5) Perbedaan pendapat yang terjadi dalam rapat Dewan
Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat Dewan
Komisaris beserta alasan perbedaan pendapat dan
ditandatangani oleh pimpinan rapat.

Bagian Kelima
Aspek Transparansi Dewan Komisaris

Pasal 29

Dalam pemenuhan aspek transparansi Dewan Komisaris,
anggota Dewan Komisaris Bursa Efek, Lembaga Kliring dan
Penjaminan, serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian
wajib mengungkapkan kepemilikan saham dan/atau
pengendalian Dewan Komisaris pada Perusahaan Efek,
Emiten, Perusahaan Publik, dan/atau perusahaan lain
dalam laporan pelaksanaan Tata Kelola.

Bagian Keenam
Sanksi Administratif

Pasal 30

(1) Setiap Pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 18, Pasal 19, Pasal 21 ayat (2),
ayat (3), Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal
26, Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), Pasal 28
ayat (1), ayat (4), ayat (5), dan/atau Pasal 29 dikenai
sanksi administratif.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dikenakan juga kepada Pihak yang menyebabkan
terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud pada
ayat (1).

(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2) berupa:

a. peringatan tertulis;
b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah
uang tertentu,
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pembatasan kegiatan usaha;

pembekuan kegiatan usaha;

pencabutan izin usaha;

pembatalan persetujuan;

pembatalan pendaftaran;

pencabutan efektifnya pernyataan pendaftaran;

dan/atau
i.  pencabutan izin orang perseorangan.

(4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) huruf b, huruf ¢, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g,
huruf h, atau huruf i dapat dikenakan dengan atau
tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa
peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) huruf a.

(5) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat dikenakan secara
tersendiri atau secara bersama-sama dengan
pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g,
huruf h, atau hurufi.

500 0 Ao

BABV
KOMITE

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 31
Untuk membantu dan mendukung pelaksanaan tugas dan
tanggung jawab Direksi, Direksi membentuk komite Direksi.

Pasal 32
Untuk membantu dan mendukung pelaksanaan tugas dan
tanggung jawab Dewan Komisaris, Dewan Komisaris
membentuk komite Dewan Komisaris.

Bagian Kedua
Komite Direksi

Pasal 33
(1) Direksi Bursa Efek wajib membentuk komite paling
sedikit terdiri atas:
komite indeks;
komite marjin;
komite penilaian perusahaan;
komite perdagangan Efek;
komite disiplin Anggota Bursa Efek;
komite manajemen risiko;
komite pengembangan produk;
komite anggaran;
komite investasi; dan
. komite pengarah teknologi informasi.
(2) Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan wajib
membentuk komite paling sedikit terdiri atas:
a. komite kliring dan penanganan risiko;
b. komite haircut;

TrpRme o o
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c komite kebijakan kredit dan pengendalian risiko;
d. komite anggaran;

e komite investasi; dan

f.  komite pengarah teknologi informasi.

Direksi Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian wajib
membentuk komite paling sedikit terdiri atas:

komite usaha;

komite peraturan;

komite pengendalian internal;

komite manajemen risiko;

komite sanksi;

komite anggaran;

komite investasi; dan

komite pengarah teknologi informasi.

Komlte yang dibentuk Direksi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) bertanggung jawab
kepada Direksi.

Direksi dapat membentuk komite lain yang disesuaikan
dengan kebutuhan dan/atau kompleksitas Bursa Efek,
Lembaga Kliring dan Penjaminan, serta Lembaga
Penyimpanan dan Penyelesaian.

Direksi wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja
komite paling sedikit 1 (satu) kali pada akhir tahun
buku.

SR M0 00 oD

Bagian Ketiga
Komite Dewan Komisaris

Pasal 34
Dewan Komisaris Bursa Efek, Lembaga Kliring dan
Penjaminan, serta Lembaga Penyimpanan dan
Penyelesaian wajib membentuk:
a. komite audit; dan
b. komite remunerasi.
Komite audit dan komite remunerasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh salah satu
anggota Dewan Komisaris Bursa Efek, Lembaga Kliring
dan Penjaminan, serta Lembaga Penyimpanan dan
Penyelesaian.
Anggota komite audit wajib memiliki keahlian dan
pengalaman di bidang hukum, akuntansi, atau
keuangan.
Komite yang dibentuk Dewan Komisaris sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada
Dewan Komisaris.
Dewan Komisaris dapat membentuk komite lain yang
disesuaikan dengan kebutuhan dan/atau kompleksitas
Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, serta
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
Pengangkatan dan pemberhentian anggota komite
Dewan Komisaris wajib dilakukan oleh Direksi
berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.
Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap
kinerja komite paling sedikit 1 (satu) kali pada akhir
tahun buku.
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Bagian Keempat
Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite

Pasal 35

(1) Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, serta
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian wajib
memiliki pedoman dan tata tertib kerja komite.

(2) Pedoman dan tata tertib kerja komite sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

tujuan pembentukan komite;

tugas, tanggung jawab, dan wewenang komite;

struktur dan keanggotaan komite;

rapat komite, kuorum, dan pengambilan

keputusan;

e. masa tugas anggota komite;

f.  mekanisme evaluasi kinerja; dan

g. periode reviu pedoman dan tata tertib kerja komite
secara berkala.

(3) Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, serta
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian wajib
melakukan reviu terhadap pedoman dan tata tertib
kerja komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
untuk masing-masing komite Direksi dan komite
Dewan Komisaris secara berkala, paling sedikit 1 (satu)
kali dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun.

Qoo

Pasal 36
Anggota komite Direksi dan Dewan Komisaris wajib
melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf b
dengan berintegritas, independen, memiliki kompetensi,
serta menjaga reputasi.

Bagian Kelima
Rapat Komite

Paragraf 1
Rapat Komite Direksi

Pasal 37
Rapat komite Direksi diselenggarakan sesuai dengan
kebutuhan Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan,
serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

Paragraf 2
Rapat Komite Dewan Komisaris

Pasal 38
(1) Rapat komite Dewan Komisaris diselenggarakan, paling
sedikit:
a. 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan untuk komite
audit; dan
b. 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan untuk komite
remunerasi.
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Rapat komite audit diselenggarakan jika dihadiri 1

(satu) orang anggota Dewan Komisaris dan mayoritas

anggota komite.

Rapat komite remunerasi diselenggarakan jika dihadiri

mayoritas anggota komite, termasuk kehadiran:

a. 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris; dan

b. 1 (satu) orang pejabat yang membawahkan fungsi
sumber daya manusia atau 1 (satu) orang
perwakilan pegawai Bursa Efek, Lembaga Kliring
dan Penjaminan, serta Lembaga Penyimpanan dan
Penyelesaian.

Bagian Keenam
Sanksi Administratif

Pasal 39
Setiap Pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat
(6), Pasal 34 ayat (1), ayat (3), ayat (6), ayat (7), Pasal 35
ayat (1), ayat (3), dan/atau Pasal 36 dikenai sanksi
administratif.
Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dikenakan juga kepada Pihak yang menyebabkan
terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud pada
ayat (1).
Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2) berupa:
a. peringatan tertulis;
b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah
uang tertentu,;
pembatasan kegiatan usaha;
pembekuan kegiatan usaha;
pencabutan izin usaha;
pembatalan persetujuan;
pembatalan pendaftaran;
pencabutan efektifnya pernyataan pendaftaran,;
dan/atau
i.  pencabutan izin orang perseorangan.
Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g,
huruf h, atau huruf i dapat dikenakan dengan atau
tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa
peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) huruf a.
Sanksi administratif berupa denda sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat dikenakan secara
tersendiri atau secara bersama-sama dengan
pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) huruf ¢, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g,
huruf h, atau hurufi.

500 0 Q0
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BAB VI
BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 40

(1) Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota
komite, dan pegawai Bursa Efek, Lembaga Kliring dan
Penjaminan, serta Lembaga Penyimpanan dan
Penyelesaian wajib menghindari segala bentuk
benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas
pengelolaan dan pengawasan Bursa Efek, Lembaga
Kliring dan Penjaminan, serta Lembaga Penyimpanan
dan Penyelesaian.

(2) Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota
Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota komite, dan
pegawai Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan,
serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian wajib
mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap
keputusan yang memenuhi kondisi adanya benturan
kepentingan.

(3) Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota
komite dan pegawai Bursa Efek, Lembaga Kliring dan
Penjaminan, serta Lembaga Penyimpanan dan
Penyelesaian dilarang mengambil tindakan yang
berpotensi merugikan atau mengurangi keuntungan
Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, serta
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

(4) Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, serta
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian wajib
memiliki kebijakan mengenai benturan kepentingan
yang bertujuan untuk mengidentifikasi, mengurangi,
dan mengelola adanya potensi benturan kepentingan
yang mungkin timbul yang paling sedikit memuat:

a. kondisi yang merupakan atau berpotensi
menimbulkan benturan kepentingan; dan

b. prosedur yang wajib diikuti untuk mencegah
terjadinya benturan kepentingan.

Pasal 41

Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, anggota komite,

dan pegawai Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan,

serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dilarang:

a. menyalahgunakan wewenang untuk kepentingan
pribadi, keluarga, dan/atau Pihak lain yang dapat
merugikan atau mengurangi keuntungan Bursa Efek,
Lembaga Kliring dan Penjaminan, serta Lembaga
Penyimpanan dan Penyelesaian; dan

b. mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi
dari Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, serta
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, selain
remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan
berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan
Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, serta
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
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Pasal 42
Setiap Pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 40 dan/atau Pasal 41 dikenai
sanksi administratif.
Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dikenakan juga kepada Pihak yang menyebabkan
terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud pada
ayat (1).
Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2) berupa:
a. peringatan tertulis;
b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah
uang tertentu;
pembatasan kegiatan usaha;
pembekuan kegiatan usaha;
pencabutan izin usaha;
pembatalan persetujuan;
pembatalan pendaftaran;
pencabutan efektifnya pernyataan pendaftaran;
dan/atau
i.  pencabutan izin orang perseorangan.
Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g,
huruf h, atau huruf i dapat dikenakan dengan atau
tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa
peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) huruf a.
Sanksi administratif berupa denda sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat dikenakan secara
tersendiri atau secara bersama-sama dengan
pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) huruf ¢, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g,
huruf h, atau hurufi.
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BAB VII
FUNGSI AUDIT INTERNAL

Pasal 43
Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, serta
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian wajib
memiliki fungsi audit internal.
Fungsi audit internal sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilaksanakan oleh satuan pemeriksa internal.
Satuan pemeriksa internal sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) wajib bertindak secara independen dan
objektif.
Satuan pemeriksa internal sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) bertanggung jawab kepada direktur
utama.
Pengangkatan dan pemberhentian pimpinan satuan
pemeriksa internal dilakukan oleh direktur utama
setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris.
Persetujuan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud
pada ayat (5) dilakukan dengan mempertimbangkan
rekomendasi komite audit.
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Pengangkatan dan pemberhentian pimpinan satuan
pemeriksa internal sebagaimana dimaksud pada ayat
(5) wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan
paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak tanggal
pengangkatan dan pemberhentian pimpinan satuan
pemeriksa internal.

Pasal 44
Satuan pemeriksa internal wajib menyampaikan
laporan hasil pemeriksaan kepada direktur utama dan
Dewan Komisaris.
Laporan hasil pemeriksaan oleh satuan pemeriksa
internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam hal
ditemukannya  masalah  material pada  hasil
pemeriksaan.
Penyampaian laporan hasil pemeriksaan kepada
Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dilakukan oleh pimpinan satuan pemeriksa
internal paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak tanggal
penyelesaian laporan hasil pemeriksaan.

Pasal 45
Setiap Pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1), ayat (3), ayat (7),
Pasal 44 ayat (1) dan/atau ayat (2) dikenai sanksi
administratif.
Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dikenakan juga kepada Pihak yang menyebabkan
terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud pada
ayat (1).
Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2) berupa:
a. peringatan tertulis;
b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah
uang tertentu;
pembatasan kegiatan usaha;
pembekuan kegiatan usaha;
pencabutan izin usaha,;
pembatalan persetujuan;
pembatalan pendaftaran;
pencabutan efektifnya pernyataan pendaftaran;
dan/atau
i.  pencabutan izin orang perseorangan.
Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) huruf b, huruf ¢, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g,
huruf h, atau huruf i dapat dikenakan dengan atau
tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa
peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) huruf a.
Sanksi administratif berupa denda sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat dikenakan secara
tersendiri atau secara bersama-sama dengan
pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) huruf c, huruf d, huruf e, huruf {, huruf g,
huruf h, atau hurufi.
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BAB VIII
FUNGSI AUDIT EKSTERNAL

Pasal 46

Dalam menyediakan informasi keuangan yang
transparan dan berkualitas, Bursa Efek, Lembaga
Kliring dan Penjaminan, serta Lembaga Penyimpanan
dan Penyelesaian menggunakan jasa audit yang
dilakukan oleh akuntan publik dan/atau kantor
akuntan publik.

Penggunaan dan penunjukan akuntan publik dan/atau
kantor akuntan publik pada Bursa Efek, Lembaga
Kliring dan Penjaminan, serta Lembaga Penyimpanan
dan Penyelesaian dilaksanakan sesuai dengan
Peraturan  Otoritas Jasa Keuangan mengenai
penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan
publik dalam kegiatan jasa keuangan.

BAB IX
PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

Pasal 47

Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, serta

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian wajib:

a. memiliki kebijakan tertulis terkait penerapan
manajemen risiko yang komprehensif untuk
pengelolaan risiko hukum, risiko kredit, risiko
operasional dan risiko lainnya;

b. menerapkan manajemen risiko dan sistem
pengendalian internal yang tepat dan efektif;

C memiliki sistem peringatan dini atas risiko; dan

d. melakukan evaluasi penerapan manajemen risiko
secara berkala,

yang disesuaikan dengan kompleksitas dan skala

kegiatan usaha Bursa Efek, Lembaga Kliring dan

Penjaminan, serta Lembaga Penyimpanan dan

Penyelesaian.

Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, serta

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian harus

menerapkan Tata Kelola dan manajemen risiko dengan

didukung sistem dan prosedur yang diperlukan.

Lembaga Kliring dan Penjaminan wajib memiliki

peraturan yang memastikan dana dan/atau Efek serta

posisi transaksi nasabah pada anggota kliring yang
mengalami kegagalan dan kesulitan keuangan dapat
dialihkan kepada anggota kliring lainnya.

Pasal 48
Setiap Pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dan/atau ayat (3)
dikenai sanksi administratif.
Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dikenakan juga kepada Pihak yang menyebabkan
terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud pada
ayat (1).
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Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2) berupa:

a. peringatan tertulis;

b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah
uang tertentu,

pembatasan kegiatan usaha;

pembekuan kegiatan usaha;

pencabutan izin usaha;

pembatalan persetujuan;

pembatalan pendaftaran;

pencabutan efektifnya pernyataan pendaftaran;
dan/atau

i.  pencabutan izin orang perseorangan.

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) huruf b, huruf ¢, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g,
huruf h, atau huruf i dapat dikenakan dengan atau
tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa
peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) huruf a.

Sanksi administratif berupa denda sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat dikenakan secara
tersendiri atau secara bersama-sama dengan
pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g,
huruf h, atau hurufi.
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BAB X
PENERAPAN PROSEDUR ALTERNATIF

Pasal 49

Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, serta
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian wajib
memiliki dan melaksanakan prosedur alternatif dalam
rangka perencanaan kelangsungan bisnis untuk
memungkinkan pemrosesan transaksi dalam kondisi
gangguan yang ekstrem tetap berlangsung melalui
suatu sistem atau prosedur manual.

Kondisi gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disebabkan oleh:

a. gangguan pada sarana teknologi informasi;

b. gangguan sistem basis data atau sistem
perdagangan, kliring, penyelesaian transaksi, atau
pencatatan; dan/atau

c. kondisi lain.

Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, serta

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian harus

mengembangkan sistem atau prosedur pemrosesan

manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 50
Setiap Pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) dikenai sanksi
administratif.
Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dikenakan juga kepada Pihak yang menyebabkan
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terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud pada
ayat (1).

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2) berupa:

a. peringatan tertulis;

b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah
uang tertentu;

pembatasan kegiatan usaha;

pembekuan kegiatan usaha;

pencabutan izin usaha;

pembatalan persetujuan;

pembatalan pendaftaran;

pencabutan efektifnya pernyataan pendaftaran;
dan/atau

i.  pencabutan izin orang perseorangan.

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) huruf b, huruf ¢, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g,
huruf h, atau huruf i dapat dikenakan dengan atau
tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa
peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) huruf a.

Sanksi administratif berupa denda sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat dikenakan secara
tersendiri atau secara bersama-sama dengan
pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g,
huruf h, atau hurufi.
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BAB XI
PENYELENGGARAAN TEKNOLOGI INFORMASI

Bagian Kesatu

Tanggung Jawab Bursa Efek, Lembaga Kliring dan

Penjaminan, serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian

Pasal 51

Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, serta
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian wajib:

a.

menerapkan Tata Kelola dalam penyelenggaraan

teknologi informasi yang tepat terkait dengan

kompleksitas, jenis jasa serta aktivitas yang dilakukan

termasuk memastikan standar keamanan serta

integritas dan kerahasiaan dari data dan informasi yang

dikelola;

menyusun rencana strategis terkait penyelenggaraan

teknologi informasi;

menerapkan manajemen risiko penyelenggaraan

teknologi informasi;

memiliki prosedur pengamanan informasi dan

penyelenggaraan teknologi informasi;

memiliki pengaturan untuk memastikan ketahanan

dan keamanan siber;

memiliki ketentuan penggunaan Pihak penyedia jasa

teknologi informasi yang paling sedikit meliputi:

1. syarat sebagai Pihak penyedia jasa teknologi
informasi; dan
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2. hak dan kewajiban Bursa Efek, Lembaga Kliring
dan Penjaminan, serta Lembaga Penyimpanan dan
Penyelesaian dalam kerjasama dengan penyedia
jasa teknologi informasi;

menyusun perencanaan, memantau, dan mengevaluasi

penggunaan Pihak penyedia jasa teknologi informasi;

dan

memiliki prosedur penempatan sistem elektronik dan

pemrosesan transaksi dengan ketentuan pusat data

dan pusat pemulihan bencana berlokasi di Indonesia.

Bagian Kedua
Pemulihan Gangguan Sistem

Pasal 52

Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, serta

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian wajib

memiliki mekanisme pemulihan gangguan sistem yang

dimuat dalam rencana keberlangsungan bisnis.

Rencana  keberlangsungan  bisnis sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) wajib paling sedikit memuat

informasi mengenai:

a. pemetaan terkait ancaman yang berpotensi
menyebabkan terjadinya gangguan sistem;

b. langkah pencegahan terjadinya gangguan sistem;

c. rencana pemulihan gangguan sistem termasuk
pencadangan data selama masa pemulihan;

d. waktu yang dibutuhkan wuntuk melakukan
pemulihan sistem termasuk waktu dimulainya
kembali operasional sistem setelah terjadinya
gangguan; dan

e. pengujian berkala atas ketahanan dan keamanan
siber yang dilakukan berdasarkan analisis
kerentanan.

Penyusunan rencana keberlangsungan bisnis

dilakukan dengan memperhatikan kompleksitas dan

fungsi kritikal pada Bursa Efek, Lembaga Kliring dan

Penyelesaian, serta Lembaga Penyimpanan dan

Penyelesaian.

Bagian Ketiga
Komite Pengarah Teknologi Informasi

Pasal 53
Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, serta
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian wajib
membentuk komite pengarah teknologi informasi.
Komite pengarah teknologi informasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) beranggotakan paling sedikit:
a. direktur yang bertanggung jawab di bidang
teknologi informasi;
b. direktur yang bertanggung jawab di bidang
manajemen risiko; dan
c. pejabat 1 (satu) tingkat di bawah direktur yang
membawahkan fungsi penyelenggara dan/atau
pengguna teknologi informasi.
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Ketua komite pengarah teknologi informasi dipilih oleh
anggota komite sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
Komite pengarah teknologi informasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) memberikan rekomendasi
kepada Direksi paling sedikit terkait dengan:

a. rencana strategis teknologi informasi yang sejalan
dengan fungsi dan wewenang Bursa Efek, Lembaga
Kliring dan  Penjaminan, serta Lembaga
Penyimpanan dan Penyelesaian;

b. kebijakan, standar, dan prosedur teknologi
informasi;

c. kesesuaian antara rencana pengembangan
teknologi informasi dan rencana strategis teknologi
informasi;

d. kesesuaian antara pelaksanaan pengembangan
teknologi informasi dan rencana pengembangan
teknologi informasi;

e. evaluasi atas efektivitas biaya strategis teknologi
informasi terhadap pencapaian manfaat yang
direncanakan;

f. pemantauan atas kinerja strategis teknologi
informasi dan upaya peningkatan kinerja strategis
teknologi informasi;

g. upaya penyelesaian berbagai masalah terkait
strategis teknologi informasi yang tidak dapat
diselesaikan oleh satuan kerja pengguna dan
penyelenggara teknologi informasi secara efektif,
efisien, dan tepat waktu; dan

h. kecukupan dan alokasi sumber daya terkait
strategis teknologi informasi yang dimiliki Bursa
Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, serta
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

Bagian Keempat
Pelaporan

Pasal 54

Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, serta
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian wajib
menyusun dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa
Keuangan:
a. laporan perencanaan dan realisasi

penyelenggaraan teknologi informasi; dan
b. laporan insiden teknologi informasi.
Laporan insiden teknologi informasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib dilaporkan
kepada Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan informasi
awal yang tersedia dalam jangka waktu paling lama 24
(dua puluh empat) jam setelah insiden terjadi melalui
sistem pelaporan elektronik.
Dalam hal sistem pelaporan elektronik sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) belum tersedia, penyampaian
laporan dilakukan secara tertulis kepada Otoritas Jasa
Keuangan dan ditujukan kepada satuan kerja yang
melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan lembaga
Efek.
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Laporan perencanaan dan realisasi penyelenggaraan

teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf a disampaikan melalui:

a. rencana kerja dan anggaran tahunan untuk
laporan perencanaan; dan

b. laporan realisasi anggaran untuk realisasi
penyelenggaraan teknologi informasi.

Bagian Kelima
Sanksi Administratif

Pasal 55
Setiap Pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 51, Pasal 52 ayat (1), ayat (2),
Pasal 53 ayat (1), Pasal 54 ayat (1), dan/atau ayat (2)
dikenai sanksi administratif.
Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dikenakan juga kepada Pihak yang menyebabkan
terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud pada
ayat (1).
Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2) berupa:
a. peringatan tertulis;
b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah
uang tertentu;
pembatasan kegiatan usaha;
pembekuan kegiatan usaha;
pencabutan izin usaha;
pembatalan persetujuan;
pembatalan pendaftaran;
pencabutan efektifnya pernyataan pendaftaran;
dan/atau
i.  pencabutan izin orang perseorangan.
Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) huruf b, huruf ¢, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g,
huruf h, atau huruf i dapat dikenakan dengan atau
tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa
peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) huruf a.
Sanksi administratif berupa denda sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat dikenakan secara
tersendiri atau secara bersama-sama dengan
pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) huruf c, huruf d, huruf e, huruf{, huruf g,
huruf h, atau hurufi.
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BAB XII

PENGAWASAN BURSA EFEK, LEMBAGA KLIRING DAN
PENJAMINAN, SERTA LEMBAGA PENYIMPANAN DAN

PENYELESAIAN TERHADAP ANAK USAHA

Pasal 56
Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, serta
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian wajib
melakukan pengawasan terhadap kegiatan anak usaha
dalam rangka menjaga kelangsungan bisnis Bursa
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Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, serta Lembaga
Penyimpanan dan Penyelesaian.

Pengawasan Bursa Efek, Lembaga Kliring dan
Penjaminan, serta Lembaga Penyimpanan dan
Penyelesaian atas kegiatan anak usaha sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti prinsip
penerapan Tata Kelola.

Pasal 57
Setiap Pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 56 dikenai sanksi administratif.
Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dikenakan juga kepada Pihak yang menyebabkan
terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud pada
ayat (1).
Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2) berupa:
a. peringatan tertulis;
b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah
uang tertentu,
pembatasan kegiatan usaha;
pembekuan kegiatan usaha;
pencabutan izin usaha;
pembatalan persetujuan;
pembatalan pendaftaran;
pencabutan efektifnya pernyataan pendaftaran;
dan/atau
i.  pencabutan izin orang perseorangan.
Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g,
huruf h, atau huruf i dapat dikenakan dengan atau
tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa
peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) huruf a.
Sanksi administratif berupa denda sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat dikenakan secara
tersendiri atau secara bersama-sama dengan
pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g,
huruf h, atau huruf i.
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BAB XIII
PEMBERIAN REMUNERASI

Bagian Kesatu
Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi

Pasal 58
Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, serta
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian wajib
menerapkan Tata Kelola dan prinsip kehati-hatian
dalam pemberian remunerasi.
Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, serta
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian wajib
memiliki kebijakan remunerasi secara tertulis bagi
Direksi, Dewan Komisaris, dan pegawai Bursa Efek,
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Lembaga Kliring dan Penjaminan, serta Lembaga
Penyimpanan dan Penyelesaian.
(3) Kebijakan remunerasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) paling sedikit memuat:
a. struktur remunerasi yang paling sedikit
mencakup:
1. skala remunerasi berdasarkan tingkat dan
jabatan; dan
2. komponen remunerasi; dan
b. metode dan mekanisme penetapan remunerasi.

Bagian Kedua
Pembentukan Komite Remunerasi

Pasal 59
Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, serta
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian wajib membentuk
komite remunerasi yang beranggotakan paling sedikit:
a. salah seorang anggota Dewan Komisaris sebagai ketua
komite; dan
b. pejabat 1 (satu) tingkat di bawah direktur yang
membawahkan fungsi sumber daya manusia.

Pasal 60
Anggota Direksi dilarang menjadi anggota komite
remunerasi.

Bagian Ketiga
Tugas Komite Remunerasi

Pasal 61

Komite remunerasi bertugas:

a. melakukan evaluasi berkala terhadap kebijakan
remunerasi;

b. menyampaikan hasil evaluasi dan rekomendasi kepada
Dewan Komisaris; dan

c. melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Dewan
Komisaris.

Bagian Keempat
Sanksi Administratif

Pasal 62

(1) Setiap Pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1), ayat (2), Pasal 59,
dan/atau Pasal 60 dikenai sanksi administratif.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dikenakan juga kepada Pihak yang menyebabkan
terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud pada
ayat (1).

(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2) berupa:

a. peringatan tertulis;

b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah
uang tertentu;

c. pembatasan kegiatan usaha;
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pembekuan kegiatan usaha;

pencabutan izin usaha;

pembatalan persetujuan;

pembatalan pendaftaran;

pencabutan efektifnya pernyataan pendaftaran;
dan/atau

i.  pencabutan izin orang perseorangan.

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g,
huruf h, atau huruf i dapat dikenakan dengan atau
tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa
peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) huruf a.

Sanksi administratif berupa denda sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat dikenakan secara
tersendiri atau secara bersama-sama dengan
pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) huruf ¢, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g,
huruf h, atau hurufi.

RS

BAB XIV
KEBIJAKAN INVESTASI

Pasal 63

Dalam melakukan investasi, Bursa Efek, Lembaga Kliring
dan Penjaminan, serta Lembaga Penyimpanan dan
Penyelesaian wajib:

a.

b.

(1)

(2)

(3)

(4)

memiliki strategi investasi yang sesuai dengan strategi
manajemen risiko;

memastikan keamanan investasi dari risiko klaim Pihak
lain; dan

menempatkan investasi pada produk investasi yang
likuid dan berisiko rendah.

Pasal 64
Setiap Pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 63 dikenai sanksi administratif.
Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dikenakan juga kepada Pihak yang menyebabkan
terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud pada
ayat (1).
Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2) berupa:
a. peringatan tertulis;
b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah
uang tertentu,;
pembatasan kegiatan usaha;
pembekuan kegiatan usaha;
pencabutan izin usaha;
pembatalan persetujuan;
pembatalan pendaftaran;
pencabutan efektifnya pernyataan pendaftaran;
dan/atau
i.  pencabutan izin orang perseorangan.
Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) huruf b, huruf ¢, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g,
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huruf h, atau huruf i dapat dikenakan dengan atau
tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa
peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) huruf a.

Sanksi administratif berupa denda sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat dikenakan secara
tersendiri atau secara bersama-sama dengan
pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g,
huruf h, atau hurufi.

BAB XV
RENCANA STRATEGIS

Bagian Kesatu

Penyusunan dan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Tahunan

Pasal 65
Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, serta
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian wajib
menyusun dan mengajukan rencana kerja dan
anggaran tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan
dengan berdasarkan kepada Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan mengenai tata cara penyusunan serta
pengajuan rencana anggaran dan penggunaan laba
Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, serta
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
Perubahan atas rencana kerja dan anggaran tahunan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersifat
material wajib  terlebih dahulu mendapatkan
persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
Perubahan atas rencana kerja dan anggaran tahunan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak
bersifat material wajib terlebih dahulu mendapatkan
persetujuan dari Dewan Komisaris.
Perubahan atas rencana kerja dan anggaran tahunan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang telah
disetujui oleh Dewan Komisaris wajib dilaporkan
kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui laporan
realisasi anggaran sebagaimana diatur dalam
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai tata cara
penyusunan serta pengajuan rencana anggaran dan
penggunaan laba Bursa Efek, Lembaga Kliring dan
Penjaminan, serta Lembaga Penyimpanan dan
Penyelesaian, pada periode pelaporan triwulan
terdekat.
Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) disajikan secara perbandingan antara
rencana kerja dan anggaran tahun sebelum perubahan
dengan rencana kerja dan anggaran setelah perubahan.
Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, serta
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian wajib
menyusun pedoman terkait materialitas perubahan
rencana kerja dan anggaran tahunan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).
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(7) Pedoman terkait materialitas perubahan rencana kerja
dan anggaran tahunan sebagaimana dimaksud pada
ayat (6) wajib terlebih dahulu mendapatkan
persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

(8) Otoritas Jasa Keuangan berwenang untuk menerima,
menolak, atau menentukan lain atas perubahan
rencana kerja dan anggaran tahunan Bursa Efek,
Lembaga Kliring dan Penjaminan, serta Lembaga
Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud
pada ayat (2).

Bagian Kedua
Jangka Waktu Pengajuan Perubahan Rencana Kerja dan
Anggaran Tahunan

Pasal 66
(1) Pengajuan perubahan rencana kerja dan anggaran
tahunan yang bersifat material dapat dilakukan secara
tahunan atau insidental.
(2) Pengajuan perubahan rencana kerja dan anggaran
secara tahunan dilakukan dengan ketentuan:

a. pengajuan perubahan rencana kerja dan anggaran
tahunan tahun berjalan dilakukan dalam jangka
waktu paling singkat 6 (enam) bulan tahun
berjalan; dan

b. pengajuan perubahan rencana kerja dan anggaran
tahunan tahun berjalan sebagaimana dimaksud
pada huruf a disampaikan kepada Otoritas Jasa
Keuangan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum
penyampaian rencana kerja dan anggaran
tahunan tahun berikutnya diajukan kepada RUPS.

(3) Pengajuan perubahan rencana kerja dan anggaran
tahunan insidentil dilakukan setiap terdapat peristiwa
khusus yang menyebabkan adanya perubahan yang
bersifat mendesak.

Pasal 67
Perubahan rencana kerja dan anggaran tahunan tahun
berjalan menjadi dasar perbandingan dalam penyusunan
rencana kerja dan anggaran tahunan tahun berikutnya.

Pasal 68

(1) Setiap Pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat
(4), ayat (6), dan/atau ayat (7), dikenai sanksi
administratif.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dikenakan juga kepada Pihak yang menyebabkan
terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud pada
ayat (1).

(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2) berupa:

a. peringatan tertulis;

b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah
uang tertentu;

c. pembatasan kegiatan usaha;



(4)

()

(1)

(2)

(3)

- 34 -

pembekuan kegiatan usaha;

pencabutan izin usaha;

pembatalan persetujuan;

pembatalan pendaftaran;

pencabutan efektifnya pernyataan pendaftaran;
dan/atau

i.  pencabutan izin orang perseorangan.

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g,
huruf h, atau huruf i dapat dikenakan dengan atau
tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa
peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) huruf a.

Sanksi administratif berupa denda sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat dikenakan secara
tersendiri atau secara bersama-sama dengan
pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) huruf ¢, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g,
huruf h, atau hurufi.

RS

BAB XVI
PENERAPAN STRATEGI ANTI FRAUD

Pasal 69
Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, serta
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian wajib
menerapkan manajemen risiko dan sistem
pengendalian internal untuk meminimalkan terjadinya
fraud.
Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, serta
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian wajib
menyusun dan menerapkan strategi anti fraud
termasuk menerapkan sistem manajemen anti
penyuapan atau fungsi yang bertugas menangani
penerapan strategi anti fraud dalam organisasi Bursa
Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, serta Lembaga
Penyimpanan dan Penyelesaian.
Penerapan ketentuan mengenai penerapan strategi anti
fraud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2),
dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan mengenai penerapan strategi anti fraud bagi
lembaga jasa keuangan.

Pasal 70

Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, serta
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian wajib melaporkan
kepada Otoritas Jasa Keuangan atas kejadian fraud yang
berdampak signifikan sesuai dengan Peraturan Otoritas
Jasa Keuangan mengenai penerapan strategi anti fraud bagi
lembaga jasa keuangan.

(1)

Pasal 71
Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, serta
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian wajib
memiliki kebijakan yang mewajibkan pegawai atau
pejabat untuk mengambil cuti wajib bagi setiap pejabat
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dan pegawai setiap tahun dalam rangka penguatan
pengawasan internal dan mitigasi risiko fraud.

(2) Pada saat pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), pegawai dan pejabat tersebut dilarang
melakukan tugas.

Pasal 72
Pelaksanaan penganggaran dan pengeluaran biaya Bursa
Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, serta Lembaga
Penyimpanan dan Penyelesaian wajib dilaksanakan dengan
memperhatikan Tata Kelola.

Pasal 73

Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota komite
dan/atau pegawai Bursa Efek, Lembaga Kliring dan
Penjaminan, serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian
dilarang meminta, menerima, mengizinkan, dan/atau
menyetujui untuk menerima imbalan, komisi, uang
tambahan, pelayanan, uang, barang berharga, dan/atau
segala sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis atau
manfaat lain, untuk keuntungan pribadi, keluarga, dan
Pihak lain, dalam pelaksanaan kegiatan usaha Bursa Efek,
Lembaga Kliring dan Penjaminan, serta Lembaga
Penyimpanan dan Penyelesaian dan kegiatan lain terkait
dengan Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, serta
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

Pasal 74

Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota komite,

dan/atau pegawai Bursa Efek, Lembaga Kliring dan

Penjaminan, serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian

wajib menolak dan/atau dilarang menerima suatu perintah

atau permintaan dari Pihak manapun untuk:

a. melakukan tindakan yang terkait kegiatan usaha Bursa
Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, serta Lembaga
Penyimpanan dan Penyelesaian dan/atau kegiatan lain
yang tidak sesuai dengan penerapan Tata Kelola pada
Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, serta
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;

b. melakukan tindak pidana dan/atau hal yang
terindikasi tindak pidana; dan/atau

c. melakukan tindakan dan hal yang dapat merugikan,
berpotensi merugikan, dan/atau mengurangi
keuntungan Bursa Efek, Lembaga Kliring dan
Penjaminan, serta Lembaga Penyimpanan dan
Penyelesaian.

Pasal 75

(1) Setiap Pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1), ayat (2), Pasal 70,
Pasal 71, Pasal 72, Pasal 73, dan/atau Pasal 74 dikenai
sanksi administratif.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dikenakan juga kepada Pihak yang menyebabkan
terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud pada
ayat (1).



(3)

(4)

(S)

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

-36 -

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2) berupa:

a. peringatan tertulis;

b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah
uang tertentu,

pembatasan kegiatan usaha;

pembekuan kegiatan usaha;

pencabutan izin usaha;

pembatalan persetujuan;

pembatalan pendaftaran;

pencabutan efektifnya pernyataan pendaftaran;
dan/atau

i.  pencabutan izin orang perseorangan.

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) huruf b, huruf ¢, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g,
huruf h, atau huruf i dapat dikenakan dengan atau
tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa
peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) huruf a.

Sanksi administratif berupa denda sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat dikenakan secara
tersendiri atau secara bersama-sama dengan
pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g,
huruf h, atau hurufi.

500 0 Q0

BAB XVII
PENERAPAN KEUANGAN BERKELANJUTAN

Pasal 76

Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, serta
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian wajib
menerapkan keuangan berkelanjutan dalam kegiatan
usaha dan menyusun rencana aksi keuangan
berkelanjutan.

Penerapan keuangan berkelanjutan dan penyusunan
rencana aksi keuangan berkelanjutan dilaksanakan
sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
mengenai penerapan keuangan berkelanjutan bagi
lembaga jasa keuangan, Emiten, dan Perusahaan
Publik.

Pasal 77

Setiap Pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) dikenai sanksi
administratif.
Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dikenakan juga kepada Pihak yang menyebabkan
terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud pada
ayat (1).
Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2) berupa:
a. peringatan tertulis;
b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah

uang tertentu;
c. pembatasan kegiatan usaha;



(4)

()

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

- 37 -

pembekuan kegiatan usaha;

pencabutan izin usaha;

pembatalan persetujuan;

pembatalan pendaftaran;

pencabutan efektifnya pernyataan pendaftaran;
dan/atau

i.  pencabutan izin orang perseorangan.

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g,
huruf h, atau huruf i dapat dikenakan dengan atau
tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa
peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) huruf a.

Sanksi administratif berupa denda sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat dikenakan secara
tersendiri atau secara bersama-sama dengan
pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) huruf ¢, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g,
huruf h, atau hurufi.

RS

BAB XVIII

TATA KELOLA DENGAN PEMANGKU KEPENTINGAN

Pasal 78

Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, serta
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian wajib
melakukan koordinasi dan evaluasi secara berkala
terkait penerapan Tata Kelola pada Bursa Efek,
Lembaga Kliring dan Penjaminan, serta Lembaga
Penyimpanan dan Penyelesaian dengan masing-masing
Pemangku Kepentingan.

Koordinasi dan evaluasi secara berkala sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling sedikit 1
(satu) kali dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 79
Setiap Pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) dikenai sanksi
administratif.
Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dikenakan juga kepada Pihak yang menyebabkan
terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud pada
ayat (1).
Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2) berupa:
a. peringatan tertulis;
b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah
uang tertentu,;
pembatasan kegiatan usaha;
pembekuan kegiatan usaha;
pencabutan izin usaha;
pembatalan persetujuan;
pembatalan pendaftaran;
pencabutan efektifnya pernyataan pendaftaran;
dan/atau
pencabutan izin orang perseorangan.
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(4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) huruf b, huruf ¢, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g,
huruf h, atau huruf i dapat dikenakan dengan atau
tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa
peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) huruf a.

(5) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat dikenakan secara
tersendiri atau secara bersama-sama dengan
pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) huruf ¢, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g,
huruf h, atau hurufi.

BAB XIX
PENYIMPANAN DOKUMEN

Pasal 80
Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, serta
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian wajib menyimpan:
a. semua catatan atas layanan jasa yang dilakukan; dan
b. kontrak dan semua informasi yang diperoleh
berdasarkan kontrak yang telah dilakukan dengan
Pihak ketiga,
dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam peraturan
perundang-undangan mengenai penyimpanan dokumen
perusahaan.

Pasal 81

(1) Setiap Pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 80 dikenai sanksi administratif.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dikenakan juga kepada Pihak yang menyebabkan
terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud pada
ayat (1).

(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2) berupa:

a. peringatan tertulis;
b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah
uang tertentu;

pembatasan kegiatan usaha;

pembekuan kegiatan usaha;

pencabutan izin usaha,;

pembatalan persetujuan;

pembatalan pendaftaran;

pencabutan efektifnya pernyataan pendaftaran;

dan/atau
i.  pencabutan izin orang perseorangan.

(4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) huruf b, huruf ¢, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g,
huruf h, atau huruf i dapat dikenakan dengan atau
tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa
peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) huruf a.

(5) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat dikenakan secara
tersendiri atau secara bersama-sama dengan

S0 e a0
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pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g,
huruf h, atau hurufi.

BAB XX
PENANGANAN PENGADUAN

Pasal 82

Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, serta
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian wajib:

a.

(1)
(2)

(3)

memiliki prosedur pelaporan pelanggaran dan

penanganan pengaduan dari anggota dan pengguna

jasa;

memiliki kebijakan sistem pelaporan pelanggaran dan

penanganan pengaduan yang paling sedikit memuat:

1. sistematika proses pelaporan pelanggaran dan

penanganan pengaduan;

jenis pelanggaran yang dapat dilaporkan;

cara penyampaian laporan pelanggaran;

perlindungan dan jaminan kerahasiaan pelapor;

penanganan pelaporan pelanggaran;

Pihak yang mengelola penanganan laporan

pelanggaran dan penanganan pengaduan;

hasil penanganan dan tindak lanjut laporan

pelanggaran dan pengaduan; dan

8. evaluasi secara berkala oleh Direksi dan Dewan
Komisaris terhadap kebijakan sistem pelaporan
pelanggaran dan penanganan pengaduan;

menyediakan akses yang mudah, transparan, dan adil

bagi anggota dan pengguna jasa untuk pelaporan

pelanggaran dan penanganan pengaduan; dan

memantau dan memastikan proses penanganan

laporan pelanggaran dan pengaduan dari anggota dan

pengguna jasa ditangani secara memadai.

ok LN
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Pasal 83
Setiap Pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 82 dikenai sanksi administratif.
Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dikenakan juga kepada Pihak yang menyebabkan
terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud pada
ayat (1).
Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2) berupa:
a. peringatan tertulis;
b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah
uang tertentu;
pembatasan kegiatan usaha;
pembekuan kegiatan usaha;
pencabutan izin usaha;
pembatalan persetujuan;
pembatalan pendaftaran;
pencabutan efektifnya pernyataan pendaftaran;
dan/atau
pencabutan izin orang perseorangan.
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(4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) huruf b, huruf ¢, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g,
huruf h, atau huruf i dapat dikenakan dengan atau
tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa
peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) huruf a.

(5) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat dikenakan secara
tersendiri atau secara bersama-sama dengan
pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) huruf ¢, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g,
huruf h, atau hurufi.

BAB XXI
PELAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA

Pasal 84

(1) Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, serta
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian wajib
menyusun laporan pelaksanaan Tata Kelola pada setiap
akhir tahun buku.

(2) Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, serta
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian wajib
menyampaikan laporan pelaksanaan Tata Kelola
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Otoritas
Jasa Keuangan bersamaan dengan laporan tahunan.

(3) Laporan pelaksanaan Tata Kelola sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) wajib diumumkan pada situs
web Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, serta
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian paling lama 4
(empat) bulan setelah tahun buku berakhir.

Pasal 85
Otoritas Jasa Keuangan melakukan penilaian atau evaluasi
terhadap penerapan Tata Kelola Bursa Efek, Lembaga Kliring
dan Penjaminan, serta Lembaga Penyimpanan dan
Penyelesaian berdasarkan laporan pelaksanaan Tata Kelola
yang disampaikan Bursa Efek, Lembaga Kliring dan
Penjaminan, serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

Pasal 86

(1) Setiap Pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 84 dikenai sanksi administratif.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dikenakan juga kepada Pihak yang menyebabkan
terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud pada
ayat (1).

(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2) berupa:
a. peringatan tertulis;
b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah

uang tertentu,;

pembatasan kegiatan usaha;

pembekuan kegiatan usaha;

pencabutan izin usaha;

pembatalan persetujuan;

th D QO
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g. pembatalan pendaftaran;

h. pencabutan efektifnya pernyataan pendaftaran;
dan/atau

i.  pencabutan izin orang perseorangan.

(4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) huruf b, huruf ¢, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g,
huruf h, atau huruf i dapat dikenakan dengan atau
tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa
peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) huruf a.

(5) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat dikenakan secara
tersendiri atau secara bersama-sama dengan
pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) huruf ¢, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g,
huruf h, atau hurufi.

BAB XXII
PENILAIAN KEMBALI PIHAK UTAMA

Pasal 87

(1) Dalam hal Bursa Efek, Lembaga Kliring dan
Penjaminan, dan Lembaga Penyimpanan dan
Penyelesaian telah dikenai sanksi administratif
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan ini, Otoritas Jasa Keuangan dapat
melakukan penilaian kembali terhadap pihak utama
Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, serta
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

(2) Pelaksanaan penilaian kembali terhadap pihak utama
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Otoritas
Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali pihak
utama.

(3) Tata cara penilaian kembali terhadap pihak utama
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh
Otoritas Jasa Keuangan.

BAB XXIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 88
Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, Otoritas Jasa
Keuangan dapat melakukan tindakan tertentu terhadap
setiap Pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 89
Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan
sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dan tindakan tertentu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 kepada masyarakat.
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Pasal 90
Otoritas Jasa Keuangan dapat memberikan persetujuan
atau kebijakan yang berbeda dengan Peraturan Otoritas
Jasa Keuangan ini berdasarkan pertimbangan tertentu.

Pasal 91
Pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
49 dan Pasal 51 huruf c dilaksanakan paling lambat 6
(enam) bulan terhitung sejak Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan ini diundangkan.

BAB XXIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 92

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai

berlaku:

a. Pasal 5, Pasal 31, dan Pasal 48 Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan Nomor 58/POJK.04/2016 Tahun 2016
tentang Direksi dan Dewan Komisaris Bursa Efek
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 312, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6000);

b. Pasal 5, Pasal 31, dan Pasal 48 Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan Nomor 59/POJK.04/2016 Tahun 2016
tentang Direksi dan Dewan Komisaris Lembaga Kliring
dan Penjaminan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 313, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6001); dan

c. Pasal 5, Pasal 31, dan Pasal 48 Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan Nomor 60/POJK.04/2016 Tahun 2016
tentang Direksi dan Dewan Komisaris Lembaga
Penyimpanan dan Penyelesaian (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 314, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6002),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 93
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada
tanggal diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Desember 2025

KETUA DEWAN KOMISIONER

OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

oK

OTORITAS
JASA
KEUANGAN

MAHENDRA SIREGAR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 3 Desember 2025

MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

&w)
SUPRATMA "'WKNDI AGTAS

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMO! 43/ OJK



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 31 TAHUN 2025
TENTANG
PENERAPAN TATA KELOLA BURSA EFEK, LEMBAGA KLIRING DAN
PENJAMINAN, SERTA LEMBAGA PENYIMPANAN DAN PENYELESAIAN

UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang
Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, infrastruktur Pasar
Modal yang mencakup Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan,
serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tidak hanya digunakan
dalam penyelenggaraan kegiatan di Pasar Modal namun juga dapat
memberikan jasa lain untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan pada
sektor keuangan yang lebih luas.

Otoritas Jasa Keuangan saat ini telah mengatur kegiatan
perdagangan karbon melalui bursa karbon serta transaksi derivatif
keuangan sebagai akibat dari peralihan tugas pengaturan dan
pengawasan derivatif keuangan dari Badan Pengawas Perdagangan
Berjangka Komoditi yang merupakan amanat Undang-Undang Nomor 4
Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
Hal ini berdampak pada penambahan tugas dan peran dari Bursa Efek,
Lembaga Kliring dan Penjaminan, serta Lembaga Penyimpanan dan
Penyelesaian untuk memfasilitasi perdagangan karbon melalui bursa
karbon dan derivatif keuangan.

Dengan adanya peningkatan kompleksitas kegiatan usaha Bursa
Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, serta Lembaga Penyimpanan dan
Penyelesaian dalam upaya mendukung pengembangan Pasar Modal dan
lintas sektor keuangan, diperlukan penguatan aspek Tata Kelola Bursa
Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, serta Lembaga Penyimpanan dan
Penyelesaian untuk menjaga keberlangsungan dan stabilitas kegiatan
usaha maupun kelembagaan Bursa Efek, Lembaga Kliring dan
Penjaminan, serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

Berdasarkan latar belakang di atas, dalam rangka penguatan
Tata Kelola Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, serta Lembaga
Penyimpanan dan Penyelesaian, dibutuhkan payung hukum dalam
bentuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai
penerapan Tata Kelola Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan,
serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

Secara umum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini memuat
materi pokok yang disusun secara sistematis diantaranya mengenai
penerapan Tata Kelola, Direksi, Dewan Komisaris, komite, benturan
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kepentingan, fungsi audit internal, fungsi audit eksternal, penerapan
manajemen risiko, penerapan prosedur alternatif, penyelenggaraan
teknologi informasi, pengawasan Bursa Efek, Lembaga Kliring dan
Penjaminan, serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian terhadap
anak wusaha, pemberian remunerasi, kebijakan investasi, rencana
strategis, penerapan strategi anti fraud, penerapan keuangan
berkelanjutan, Tata Kelola dengan Pemangku Kepentingan,
penyimpanan  dokumen, penanganan  pengaduan, pelaporan
pelaksanaan Tata Kelola, dan penilaian kembali pihak utama.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Keterbukaan mencakup keterbukaan dalam proses
pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam
pengungkapan dan penyediaan informasi yang relevan
dan mudah diakses oleh Pemangku Kepentingan.
Huruf b
Akuntabilitas mencakup  kejelasan  fungsi dan
pelaksanaan pertanggungjawaban.
Huruf c
Tanggung jawab mencakup kesesuaian pengelolaan
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan
nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik.
Huruf d
Independensi mencakup keadaan yang dikelola secara
mandiri dan profesional serta bebas dari benturan
kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari Pihak
manapun yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan dan nilai etika serta standar,
prinsip, dan praktik.
Huruf e
Kewajaran mencakup kesetaraan, keseimbangan, dan
keadilan di dalam memenuhi hak Pemangku Kepentingan
yang timbul berdasarkan perjanjian, ketentuan peraturan
perundang-undangan, dan nilai etika serta standar,
prinsip, dan praktik.
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d

Yang dimaksud dengan “benturan kepentingan” adalah
perbedaan antara kepentingan ekonomis Bursa Efek,
Lembaga Kliring dan Penjaminan, serta Lembaga
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Penyimpanan dan Penyelesaian dan kepentingan
ekonomis pribadi pemegang saham, anggota Direksi,
anggota Dewan Komisaris, anggota komite Bursa Efek,
Lembaga Kliring dan Penjaminan, serta Lembaga
Penyimpanan dan Penyelesaian, pegawai Bursa Efek,
Lembaga Kliring dan Penjaminan, serta Lembaga
Penyimpanan dan Penyelesaian, dan/atau Pihak terkait
dengan Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan,
serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “prosedur alternatif” adalah
sistem atau prosedur manual yang dapat digunakan
ketika Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, serta
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian mengalami
gangguan yang menyebabkan Bursa Efek, Lembaga
Kliring dan Penjaminan, serta Lembaga Penyimpanan dan
Penyelesaian tidak dapat beroperasi secara normal.
Prosedur alternatif dikenal dengan istilah “alternative
arrangements”.

Hurufi

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Hurufl

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Cukup jelas.

Huruf q

Cukup jelas.

Huruf r

Pasal 3
Ayat (1)

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Ayat (2)

Prosedur internal disusun sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan, anggaran dasar, dan sesuai dengan
proses bisnis dan mekanisme persetujuan pada Bursa Efek,
Lembaga Kliring dan Penjaminan, serta Lembaga Penyimpanan
dan Penyelesaian.
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Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Angka 1
Cukup jelas.
Angka 2
Cukup jelas.
Angka 3
Cukup jelas.
Angka 4
Penilaian terhadap ketentuan pada angka ini dilakukan
paling sedikit berdasarkan informasi yang diperoleh
Otoritas Jasa Keuangan atau informasi yang diketahui
oleh umum, bahwa yang bersangkutan pernah dihukum
karena melakukan tindak pidana di bidang keuangan
atau tindak pidana khusus dalam waktu 20 (dua puluh)
tahun terakhir sebelum dicalonkan atau pernah dihukum
karena melakukan tindak pidana kejahatan dalam waktu
10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan.
Yang dimaksud dengan “sebelum dicalonkan” adalah
terhitung sejak tanggal permohonan pengajuan nama
calon anggota Direksi Bursa Efek diterima secara lengkap
oleh Otoritas Jasa Keuangan.
Angka 5
Cukup jelas.
Angka 6
Contoh pelanggaran yang material:
Pelanggaran yang mengakibatkan pengenaan sanksi
administratif berupa pencabutan izin, pembatalan
persetujuan, dan/atau pembatalan pendaftaran oleh
Otoritas Jasa Keuangan.
Angka 7
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9

Cukup jelas.



Pasal 10

- 48 -

Yang dimaksud dengan “otoritas dan lembaga lain” antara lain
otoritas moneter.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “mayoritas” adalah lebih dari 50% (lima
puluh persen) dari jumlah anggota Direksi.

Ayat (4)

Pasal 15

Yang dimaksud dengan “menghadiri” adalah kehadiran fisik
atau melalui media elektronik, seperti telekonferensi atau video
konferensi.

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kebijakan dan keputusan strategis”
adalah keputusan Direksi yang dapat memengaruhi keuangan
Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, serta Lembaga
Penyimpanan dan Penyelesaian secara signifikan dan/atau
memiliki dampak berkesinambungan terhadap anggaran,
sumber daya manusia, struktur organisasi, dan/atau Pihak
ketiga.

Yang dimaksud dengan “memperhatikan pengawasan sesuai

tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris” adalah

keikutsertaan Dewan  Komisaris dalam  pengambilan
keputusan antara lain pada:

a. persetujuan peraturan Bursa Efek, Lembaga Kliring dan
Penjaminan, serta Lembaga Penyimpanan dan
Penyelesaian; dan

b. hal lain yang ditetapkan dalam anggaran dasar Bursa
Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, serta Lembaga
Penyimpanan dan Penyelesaian atau ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.
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Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Lihat penjelasan Pasal 5.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Lihat penjelasan Pasal 10.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Kewajiban menjaga segala data dan informasi terkait Bursa Efek,
Lembaga Kliring dan Penjaminan, serta Lembaga Penyimpanan dan
Penyelesaian dimaksudkan untuk menjaga kerahasiaan informasi
dan menghindari potensi informasi orang dalam (insider
information).

Pasal 27

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “rapat bersama anggota Direksi”
adalah rapat Dewan Komisaris bersama dengan Direksi antara
lain dalam rangka Dewan Komisaris melakukan pengawasan
atau memberikan petunjuk dan/atau arahan kepada Direksi.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “mayoritas” adalah lebih dari 50% (lima
puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Lihat penjelasan Pasal 14 ayat (4).

Pasal 28
Cukup jelas.
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Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Ayat (1)

Huruf a
Komite indeks bertugas melakukan peninjauan rutin dan
memilih saham yang masuk dalam perhitungan indek-
indek tertentu yang dimiliki oleh Bursa Efek, yang jika
dipandang perlu dapat mengusulkan dilakukan reviu atas
kriteria seleksi beberapa indeks.
Komite indeks dapat melakukan peninjauan secara
insidental, di luar jadwal peninjauan rutin, jika terdapat
informasi yang material sehingga memengaruhi saham-
saham konstituen indeks.

Huruf b
Komite marjin bertugas melakukan peninjauan rutin dan
memilih saham yang dapat diperdagangkan secara marjin
dan short selling.

Huruf c
Komite penilaian perusahaan bertugas memberikan
pendapat kepada Direksi berkaitan dengan penilaian
perusahaan di Bursa Efek, termasuk memberikan
masukan dalam pengambilan keputusan untuk delisting
maupun relisting, penyempurnaan peraturan pencatatan,
serta penegakan peraturan pencatatan saat diperlukan.

Huruf d
Komite perdagangan Efek bertugas memberikan
masukan, saran, dan tanggapan kepada Direksi mengenai
hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan perdagangan
Efek.

Huruf e
Komite disiplin Anggota Bursa Efek bertugas membantu
Direksi dalam memberikan masukan, saran, dan
tanggapan mengenai penyempurnaan dan penegakan
Peraturan Keanggotaan Bursa Efek.

Huruf f
Komite manajemen risiko bertugas untuk melakukan
penyusunan kebijakan manajemen risiko serta
melakukan pemantauan, identifikasi, pengukuran, dan
tindak lanjut terkait hal yang berhubungan dengan
manajemen risiko yang memerlukan perhatian Direksi.

Huruf g
Komite pengembangan produk bertugas memberikan
pendapat dan masukan pengembangan atas produk dan
layanan eksisting di Bursa Efek, produk dan layanan
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dalam proses pengembangan, dan/atau usulan produk
dan layanan baru ke depannya.
Komite ini juga bertugas memberikan dukungan dalam
pengembangan produk untuk mengumpulkan aspirasi
dan kebutuhan Pemangku Kepentingan anggota komite
dalam rangka pengembangan produk dan layanan Bursa
Efek, menginformasikan kepada Pemangku Kepentingan
anggota komite atas pengembangan produk dan layanan
Bursa Efek, meningkatkan partisipasi Pemangku
Kepentingan anggota komite dalam pemanfaatan produk
dan layanan Bursa Efek, dan mendorong pendalaman dan
perluasan pasar atas produk dan layanan Bursa Efek.

Huruf h
Komite anggaran bertugas membantu pelaksanaan tugas
Direksi dalam melakukan reviu terhadap rencana kerja
dan anggaran unit kerja perseroan, memberikan
pertimbangan atas rencana kerja perseroan, memberikan
arahan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas,
serta  memberikan  pertimbangan, arahan, dan
rekomendasi terkait rencana kerja dan anggaran tahunan
dan revisi rencana kerja dan anggaran tahunan, serta
penyerapan anggaran rencana kerja perusahaan.

Huruf i
Komite investasi bertugas memberikan pendapat kepada
Direksi terkait dengan tujuan dan kebijakan investasi
Perseroan, alokasi investasi, dan usulan investasi. Di
samping itu komite ini juga bertugas untuk memberikan
saran pertimbangan kepada Direksi dalam rangka
memutuskan pelaksanaan investasi atau divestasi dan
mengevaluasi kinerja investasi dan menyampaikannya
kepada Direksi sekurang-kurangnya setiap semester.

Huruf j
Komite  pengarah  teknologi informasi  bertugas
memberikan panduan strategis, menetapkan prioritas
proyek teknologi informasi, dan mengawasi penggunaan,
pemanfaatan, dan keamanan teknologi informasi.

Ayat (2)

Huruf a
Komite kliring dan penanganan risiko bertugas
memberikan masukan kebijakan termasuk namun tidak
terbatas pada pengendalian risiko dan penanganan
kondisi wanprestasi anggota kliring.

Huruf b
Komite haircut bertugas menetapkan besaran haircut Efek
bersifat ekuitas atau Efek beragun aset arus kas tidak
tetap yang tercatat di Bursa Efek dan reksa dana yang
unit penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek.

Huruf ¢
Komite kebijakan kredit dan pengendalian risiko bertugas
memberi masukan kebijakan kredit dan pengendalian
risiko guna mendukung pelaksanaan penjaminan
penyelesaian transaksi bursa.

Huruf d
Lihat penjelasan ayat (1) huruf h.
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Huruf e
Lihat penjelasan ayat (1) hurufi.

Huruf f
Lihat penjelasan ayat (1) hurufj.

Ayat (3)

Huruf a
Komite usaha bertugas memberikan masukan, saran, dan
rekomendasi sehubungan dengan pemberian,

pengembangan layanan serta memberikan masukan
terhadap usulan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian
terkait dengan perubahan-perubahan bisnis, layanan
maupun biaya.
Huruf b
Komite peraturan bertugas memberikan masukan, saran
dan rekomendasi sehubungan dengan peraturan yang
mengatur Pihak yang membuka rekening Efek dan
nasabah pemegang rekening di Lembaga Penyimpanan
dan Penyelesaian.
Huruf ¢
Komite pengendalian internal bertugas memberikan
masukan, saran dan rekomendasi sehubungan dengan
pengendalian internal di Lembaga Penyimpanan dan
Penyelesaian agar dapat memberikan layanan jasa yang
wajar, aman, akurat dan tepat waktu kepada pemakai
jasa.
Huruf d
Lihat penjelasan ayat (1) huruf f.
Huruf e
Komite sanksi bertugas membantu Direksi dalam
menjalankan kebijakan pengenaan sanksi Lembaga
Penyimpanan dan Penyelesaian dan memberikan
rekomendasi serta tindak lanjut atas pengenaan sanksi
penyimpanan dan penyelesaian kepada pemakai jasa
penyimpanan dan penyelesaian.
Huruf f
Lihat penjelasan ayat (1) huruf h.
Huruf g
Lihat penjelasan ayat (1) hurufi.
Huruf h
Lihat penjelasan ayat (1) hurufj.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 34
Ayat (1)
Huruf a
Komite audit bertugas membantu Dewan Komisaris untuk
memastikan bahwa Bursa Efek, Lembaga Kliring dan
Penjaminan, serta Lembaga Penyimpanan dan
Penyelesaian:
1. menerapkan pengendalian internal, manajemen



10.

11.

12.
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risiko dan Tata Kelola perusahaan;

memastikan fungsi audit eksternal dan audit internal
telah berjalan dengan baik;

melakukan penelaahan atas informasi keuangan
yang akan dikeluarkan Bursa Efek, Lembaga Kliring
dan Penjaminan, serta Lembaga Penyimpanan dan
Penyelesaian kepada publik dan/atau Pihak otoritas
antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan
lainnya terkait dengan informasi keuangan Bursa
Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, serta
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;
melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap
ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berhubungan dengan kegiatan Bursa Efek, Lembaga
Kliring dan Penjaminan, serta Lembaga Penyimpanan
dan Penyelesaian;

memberikan pendapat independen dalam hal terjadi
perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan
atas jasa yang diberikannya;

memberikan pendapat profesional yang independen
kepada Dewan Komisaris Bursa Efek, Lembaga
Kliring dan Penjaminan, serta Lembaga Penyimpanan
dan Penyelesaian terhadap laporan atau hal yang
disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris
Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, serta
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian serta
mengidentifikasikan hal yang memerlukan perhatian
Dewan Komisaris Bursa Efek, Lembaga Kliring dan
Penjaminan, serta Lembaga Penyimpanan dan
Penyelesaian;

memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris
mengenai penunjukan akuntan yang didasarkan
pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan
imbalan jasa;

melakukan penelaahan atas pelaksanaan
pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi
pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan
auditor internal,

melakukan penelaahan terhadap aktivitas
pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh
Direksi, jika Bursa Efek, Lembaga Kliring dan
Penjaminan, serta Lembaga Penyimpanan dan
Penyelesaian tidak memiliki fungsi pemantau risiko
di bawah Dewan Komisaris;

menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses
akuntansi dan pelaporan keuangan Bursa Efek,
Lembaga Kliring dan Penjaminan, serta Lembaga
Penyimpanan dan Penyelesaian;

menelaah dan memberikan saran kepada Dewan
Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan
kepentingan Bursa Efek, Lembaga Kliring dan
Penjaminan, serta Lembaga Penyimpanan dan
Penyelesaian; dan

menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi
Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, serta
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Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
Huruf b

Komite remunerasi bertugas membantu Dewan Komisaris
dalam mengkaji dan memberikan masukan terhadap
remunerasi Direksi dan Komisaris, termasuk metode
penentuannya. Komite Remunerasi juga membantu
Dewan Komisaris dalam melakukan reviu dan
memberikan masukan terhadap hal yang terkait dengan
remunerasi di tingkatan manajemen yang diajukan oleh
Direksi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Pasal 35

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “mayoritas” adalah lebih dari 50% (lima

puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris.

Ayat (3)

Pasal 39

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Ketentuan benturan kepentingan ini pada dasarnya
dimaksudkan agar anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris,
anggota komite, dan pegawai Bursa Efek, Lembaga Kliring dan
Penjaminan, serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian
tidak ikut serta dalam pengambilan suatu keputusan pada
situasi dan kondisi yang terdapat benturan kepentingan.

Namun demikian, ketika keputusan tetap harus diambil maka
Pihak dimaksud harus mengutamakan kepentingan ekonomis
Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, serta Lembaga
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Penyimpanan dan Penyelesaian serta menghindarkan Bursa
Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, serta Lembaga
Penyimpanan dan Penyelesaian dari kerugian yang mungkin
timbul dan mengungkapkan kondisi benturan kepentingan
dalam setiap keputusan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “masalah material” adalah masalah
yang berpotensi mengakibatkan perusahaan melakukan
pelanggaran ataupun memengaruhi kegiatan usaha
perusahaan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47
Ayat (1)

Huruf a

Penerapan manajemen risiko antara lain pengawasan
aktif oleh Direksi dan Dewan Komisaris, ketersediaan
kebijakan dan prosedur serta pemenuhan kecukupan
struktur organisasi, proses manajemen risiko dan fungsi
manajemen risiko, sumber daya manusia, dan
pengendalian internal.

Dalam penerapan manajemen risiko, Bursa Efek,
Lembaga Kliring dan Penjaminan, serta Lembaga
Penyimpanan dan Penyelesaian antara lain menerapkan
standar yang berlaku.

Contoh standar yang berlaku antara lain Principles for
Financial Market Infrastructures (PFMI’s) yang
direkomendasikan oleh Committee on Payment and
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Financial Market Infrastructures dan International
Organization of Securities Commission (CPMI-IOSCO).
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Kondisi lain antara lain peristiwa luar biasa yang tidak
dapat diprediksi dan tidak dapat dihindari yang terjadi di
luar kendali sehingga menghalangi pelaksanaan fungsi
dari Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, serta
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian mencakup
bencana alam, perang, pemogokan masal.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Ayat (1)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Laporan insiden teknologi informasi berisi insiden
teknologi informasi dan rencana tindak (action plan)
terkait langkah-langkah pemulihan sistem yang meliputi
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pengalihan sistem ke pusat pemulihan bencana (disaster
risk center) dan penyelesaian gangguan sistem.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Ayat (1)
Penerapan Tata Kelola dan prinsip kehati-hatian dalam
pemberian remunerasi antara lain:
a. tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris;
b. tugas dan tanggung jawab komite remunerasi; dan
c. pengungkapan remunerasi (disclosure).
Prinsip kehati-hatian dalam pemberian remunerasi antara
lain dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan dan
kinerja jangka pendek dan jangka panjang perusahaan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Metode penetapan remunerasi antara lain menggunakan
metode clawback atau malus clauses.
Clawback adalah suatu perjanjian antara Bursa Efek,
Lembaga Kliring dan Penjaminan, serta Lembaga
Penyimpanan dan Penyelesaian dengan anggota Direksi,
anggota Dewan Komisaris, atau pegawai dimana anggota
Direksi, anggota Dewan Komisaris atau pegawai setuju
untuk mengembalikan remunerasi yang dikaitkan dengan
kinerja dan risiko, antara lain bonus atau bentuk lainnya
yang dipersamakan dengan itu yang diterima sepanjang
memenuhi kriteria tertentu sebagaimana ditetapkan oleh
Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, serta
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
Malus adalah kebijakan yang mengizinkan Bursa Efek,
Lembaga Kliring dan Penjaminan, serta Lembaga
Penyimpanan dan Penyelesaian berdasarkan Kkriteria
tertentu menunda pembayaran sebagian atau seluruh
dari remunerasi yang dikaitkan dengan kinerja dan risiko,
antara lain bonus atau bentuk lainnya yang
dipersamakan dengan itu yang ditangguhkan.
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Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Laporan fraud yang berdampak signifikan memuat kejadian fraud
yang diperkirakan berdampak negatif secara signifikan terhadap
Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, serta Lembaga
Penyimpanan dan Penyelesaian dan/atau pengguna jasa:

a.

Pasal 71

pelanggaran signifikan yang terjadi apabila terdapat
kesengajaan pelanggaran, kesalahan berulang, dan penolakan
penyampaian laporan oleh Bursa Efek, Lembaga Kliring dan
Penjaminan, serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian
terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang
dilakukan oleh pelaku fraud,

kejadian fraud yang dapat membahayakan kelangsungan
usaha Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, serta
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian; dan/atau

kejadian fraud yang berpotensi menjadi perhatian publik atau
menurunkan reputasi Bursa Efek, Lembaga Kliring dan
Penjaminan, serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

Cukup jelas.
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Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Akses yang mudah, transparan dan adil bagi anggota dan
pengguna jasa untuk penanganan pengaduan diwujudkan
dalam bentuk penyediaan whistleblowing system (wbs).

Hurufd
Cukup jelas.

Pasal 83
Cukup jelas.

Pasal 84
Cukup jelas.

Pasal 85
Cukup jelas.

Pasal 86
Cukup jelas.
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Pasal 87
Cukup jelas.

Pasal 88
Tindakan tertentu antara lain:
a. perubahan atas standar prosedur operasional yang berkaitan
dengan Tata Kelola;
b. pengembalian keuntungan yang diperoleh atau kerugian yang
dihindari secara tidak sah;
c. pembayaran ganti kerugian kepada Pihak tertentu; dan
d. pembekuan atau pembatalan hak dan manfaat.

Pasal 89
Cukup jelas.

Pasal 90
Pemberian persetujuan atau kebijakan yang berbeda dimaksudkan
antara lain untuk:
a. mendukung kebijakan nasional;
b. menjaga kepentingan publik;
c. menjaga pertumbuhan industri; dan/atau
d. menjaga persaingan usaha yang sehat.
Kondisi yang memerlukan pertimbangan tertentu merupakan
kejadian luar biasa/KLB dapat mengakibatkan terjadinya
peningkatan kesakitan dan kematian yang besar, yang juga
berdampak pada ekonomi dan sosial, sehingga membutuhkan
perhatian dan penanganan oleh semua pihak terkait serta diatur
dalam ketentuan lain atas pertimbangan dalam menghadapi
kemungkinan KLB.

Pasal 91
Cukup jelas.

Pasal 92
Cukup jelas.

Pasal 93
Cukup jelas.
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